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PUTUSAN
Nomor 1149/Pdt.G/2023/PA.Jr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER
Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani,
tempat kediaman di Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan
kuasanya kepada Infrian Rosa Rina, S.H. dan kawan, pekerjaan
Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ROST &
PARTNERS, yang berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan
Kalingga | No. 10A Perumahan Bukit Permai, Kel. Kebonsari, Kec.
Sumbersari, Kab. Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24
Februari 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani,
tempat kediaman di Kabupaten Jember, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Maret 2023 yang
telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor
1149/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 07 Maret 2023, dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami
istri yang telah menikah secara sah pada hari Jumat, tanggal 26 November
1999 dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ledokombo,
Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, dengan Akta Nikah Nomor:
545/85/X1/1999 tertanggal 26 November 1999, dengan status Penggugat

perawan sedang Tergugat jejaka;
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2. Bahwa awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah hidup
rukun layaknya suami istri (ba’da dukhul) selama kurang lebih 3 tahun,
dengan mengambil tempat kediaman terakhir dirumah Tergugat dan
dikaruniai 1 (satu) anak bernama ANAK, umur 21 tahun, ikut Tergugat;

3. Bahwa akan tetapi semenjak awal tahun 2003, rumah tangga Penggugat
dan Tergugat goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena
Tergugat sering kasar kepada Penggugat dan tempramental. Apabila
Penggugat terdapat sedikit kesalahan, seketika Tergugat melakukan
pemukulan hingga mengakibatkan bergesernya tulang punggung
Penggugat. Selain itu, Penggugat tidak diperbolehkan untuk silaturohmi ke
saudara-saudaranya, hingga setelah pisah rumah Penggugat juga tidak
diperkenankan bertemu dengan anak kandungnya;

4. Bahwa ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat tersebut
mencapai puncaknya terjadi pada sekitar tahun 2006, dimana Penggugat
pergi pamit meninggalkan kediaman Tergugat dan saat ini Penggugat
tinggal di alamat saudara sepupu Kabupaten Jember;

5. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang
hingga sekarang kurang lebih sudah 16 tahun dan selama hidup berpisah
tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada hubungan lagi
sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah
tangganya. Namun lama-kelamaan Penggugat merasa tidak kuat bertahan
baik secara lahir maupun batin sehingga tujuan yang diamanahkan Pasal 1
UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “Perkawinan adalah ikatan
lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak terwujud;

7. Bahwa atas keadaan yang demikian itu, Penggugat sudah tidak sanggup
lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat. Oleh karenanya,
Penggugat mengambil keputusan satu-satunya jalan keluar yang terbaik
adalah bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul menurut

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Berdasarkan hal-hal di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan
Agama Jember, berkenan untuk memanggil pihak yang berperkara, memeriksa
dan memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Mengabulkan untuk menjatuhkan talak satu ba’in sughra dari Tergugat

terhadap Penggugat;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan Kketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Jember berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya bagi Penggugat (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan
Penggugat didampingi Kuasanya telah hadir, sedangkan Tergugat telah tidak
datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau
rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian
dibacakan gugatan Penggugat, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah dapat
mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 141/116/35.09.28.2009/2023 an.
Penggugat yang dikeluarkan oleh Desa Slateng Kecamatan Ledokombo
Kabupaten Jember Tanggal 27 Februari 2023 (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 545/85/X1/1999 yang dikeluarkan oleh
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember
tanggal 26 Nopember 1999 (P.2);

Bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat tersebut, para pihak
menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu :

1. SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di

Kabupaten Jember;
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Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai
berikut:

— Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena Saksi Sepupu Penggugat;

— Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal
di rumah Tergugat dan dikaruniai 1 (satu) anak bernama ANAK, umur 21
tahun, ikut Tergugat;

— Bahwa Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
harmonis lagi dan penyebab percekcokan mereka itu karena Tergugat sering
kasar kepada Penggugat dan tempramental. Apabila Penggugat terdapat
sedikit kesalahan, seketika Tergugat melakukan pemukulan hingga
mengakibatkan bergesernya tulang punggung Penggugat. Selain itu,
Penggugat tidak diperbolehkan untuk silaturohmi ke saudara-saudaranya,
hingga setelah pisah rumah Penggugat juga tidak diperkenankan bertemu
dengan anak kandungnya;

— Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 16 tahun
dan awal pisah itu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama
pamit dan sekarang berada di rumah saudara sepupu Penggugat di
Kabupaten Jember;

— Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya
suami istri;

— Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi
membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada
pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal
di Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai
berikut :

— Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi Ipar Sepupu
Penggugat;

— Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri dan setelah
menikah keduanya tinggal di rumah Tergugat dan dikaruniai 1 (satu) anak

bernama ANAK, umur 21 tahun, ikut Tergugat;
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— Namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis
lagi, dan penyebab percekcokan itu karena Tergugat sering kasar kepada
Penggugat dan tempramental. Apabila Penggugat terdapat sedikit
kesalahan, seketika Tergugat melakukan pemukulan hingga mengakibatkan
bergesernya tulang punggung Penggugat. Selain itu, Penggugat tidak
diperbolehkan untuk silaturohmi ke saudara-saudaranya, hingga setelah
pisah rumah Penggugat juga tidak diperkenankan bertemu dengan anak
kandungnya;

— Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 16 tahun
dan awal pisah itu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama
pamit dan sekarang berada dirumah saudara sepupu Penggugat di
Kabupaten Jember;

— Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya
suami istri;

— Saksi sudah berusaha menasehati keduanya untuk rukun lagi akan tetapi
tidak berhasil, Penggugat tetap ingin cerai dari Tergugat;

Bahwa atas bukti bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada
pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal hal
sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti
diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Penggugat
bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian
berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun
2006, terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009
Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara

aquo;
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Menimbang bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil
secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu
disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan
tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat
agar mau rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada
pokoknya adalah bahwa setelah hidup bersama rumah tangga di antara
Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
disebabkan karena Tergugat sering kasar kepada Penggugat dan
tempramental. Apabila Penggugat terdapat sedikit kesalahan, seketika
Tergugat melakukan pemukulan hingga mengakibatkan bergesernya tulang
punggung Penggugat. Selain itu, Penggugat tidak diperbolehkan untuk
silaturohmi ke saudara-saudaranya, hingga setelah pisah rumah Penggugat
juga tidak diperkenankan bertemu dengan anak kandungnya;

Menimbang bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir dipersidangan
dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan
Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta yang
tetap;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dan
dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah
terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran
tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 16 tahun, telah
ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami
isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan
pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil
menasehati Penggugat dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat

menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah
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menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada
harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai mitsaqon
gholidhon mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan
rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud
dalam al Quran surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi
tidak bisa dicapai;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa
perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah
sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak
adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan
demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah
pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian
merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah
tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling
membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut,
maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang
tercantum dalam Kitab Figih Sunnah Juz Il halaman 248 :

1) ) L 930 Ul ) ) 130 G ) palil (e it o A 30 o ¢ il lad)
Ca B85 sl I 9l ¢ W 9l ¢ W ¢ Jia ¢ Laglial (a8 pciad) ol g3 dra g laieny
A W) e cid 138 | Jadl) i S48l (e jSia o LgalS) ol ¢ ala Y oA 20N £ gl

O Bl a) 99 Aaa (3lay Y Laa 51N (S g ¢ gz 930 il jie ) g ¢ Ao g 301 Ay aldl)

4Ll A8l gtk Lagiy 3aY) (e (aldl) jas g Lagdlial

Artinya: “Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai
kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah
membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan

bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul,

memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi

atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa
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ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan
dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi
mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu
menasehatinya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain
suami’.
dan dalam Kitab Al-Anwar Juz Il halaman 55 :
Al 481 la A gl lsd gl Ak 3 pad eld
Artinya: “Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau
tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan
dengan berdasarkan pada pembuktian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan
Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi
pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan
dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun
2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT)

4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah
Rp670.000.- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada
pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 Masehi oleh kami H. Syadili Syarbini,
S.H., M.H.ES. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H. dan Drs. H.
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Ramli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21
Maret 2023 Masehi bertepatan pada tanggal 28 Syakban 1444 Hijriyah oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan
dibantu oleh Umar Suki, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Penggugat didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.ES.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
ttd ttd
Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H. Drs. H. Ramli, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Umar Suki, S.H.
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Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran :Rp  30.000,00
2. Biaya Proses :Rp  75.000,00
3. Biaya Panggilan :Rp 525.000,00
4. Biaya PNBP :Rp  20.000,00
5. Redaksi :Rp  10.000,00
6. Materai Rp_10.000,00

Jumlah Rp 670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. H. Subandi, S.H., M.H.
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